
BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR T A H U N  2024

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimba_ng b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten  Banggai  N o m o r  5  Ta h u n  2 0 2 3  t en tang  Pa jak
Daerah d a n  Retr ibusi  Daerah pe r l u  menetapkan Peraturan Bupa t i
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang N o m o r  2 9  Ta h u n  1 9 5 9  ten tang  Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat  I I  d i  Sulawesi (Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Ta h u n  1 9 5 9  N o m o r  74 ,  Ta m b a h a n  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang N o m o r  2 3  Ta h u n  2 0 1 4  t e n t a n g  Pemer intahan
Daerah ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  I n d o n e s i a  Ta h u n  2 0 1 4
Nomor 2 4 4 ,  Ta m b a h a n  L e m b a r a n  Nega ra  R e p u b l i k  Indones ia
Nomor 5587) sebagaimana te lah beberapa k a l i  d iubah ,  t e rakh i r
dengan Undang-Undang Nomor 6  Ta h u n  2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 t e n t a n g  C i p t a  K e r j a  m e n j a d i  Undang-Undang (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n  2 0 2 3  Nomor 4 1 ,  Ta m b a h a n
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun  2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi D a e r a h  ( L e m b a r a n  D a e r a h  K a b u p a t e n  B a n g g a i
Tahun 2023  N o m o r  5 ,  Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 161);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini ini, yang dimaksud dengan :
1. Pa jak  Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan t i d a k  mendapatkan imba lan  secara
langsung d a n  digunakan u n t u k  keperluan Daerah b a g i  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Retr ibusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran a l as  jasa  a tau  pemberian i z i n  ter tentu yang  khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

3. Pa jak  Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Sub jek  Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Ob jek  P a j a k  ada lah  penghasi lan tambahan kemampuan ekonomis  a t a u

penghasilan yang dikenakan pajak.
6. Wa j i b  Pajak adalah orang pribadi a tau  badan. mel iput i  pembayaran pajak,

pemotong pajak, dan  pemungut pajak, yang mempunyai hak  dun kewajiban
perpajakan sesuai dengan keten wan peraturan perundang-undangan.

7. Sub jek  R e t r i b u s i  a d a l a h  o r a n g  p r i b a d i  a t a u  b a d a n  y a n g
menggunakanimenikmati p-elayanan barang, jasa dan fatal '  perizinan.

8. Ob jek  Retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang
me nggunakan jasa.

9. Wa j i b  Retribusi adalah orang pribadi a tau  badan yang menurut  peraturan
perunda_ng-undangan diwaj ibkan u n t u k  melakukan pembayaran Retr ibusi,
termasuk pemungut Retribusi tertentu.

10. Pemungtit Retribusi adalah petugas yang diberikan tugas dan tanggungjawab
melakukan pengamprahan karc is ,  me lakukan pemungutan re t r ibus i  d a n
menyetorkan hasil pungutannya ke kas daerah.

1 1. Bendahara. Penerimaan ada lah  pe jabat  y a n g  d i t u n j u k  u n t u k  menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan d a n  mernpertanggungjawabkan
uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang t idak melakukan yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara, BUMD, atau badan usaha mil ik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, f i rma,  kongsi ,  koperasi, dance pension, persekutuan, perkumpulan,
yayasan organisasi massa, organisasi sosial pol i t ik,  a tau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif  dan
bentuk usaha tetap.

13. Badan Usaha M i l i k  Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
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14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem
yang diterapkan oleh satuan ket ja  perangkat daerah atau u n i t  satuan kerja
perangkat daerah pada satuan ker ja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat  y a n g  mempunyai  f leksibi l i tas d a l a m  p o l a
pengelolaan keuangan  sebagai  pengecualian d a r i  ke ten tuan  Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah Pajak atas bumi  dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di

atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Surat Pemberitahuan Objck Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unda.ngan perpajakan
Daerah.

19. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP
adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah susunan
nomor idcntitas objek pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses
terjadinya administrasi dalam perpajakan.

22. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang
diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB
adalah Pajak atas perolehan hak alas tanah dan/atau Bangunan.

24. Perolehan Hak alas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakihatkan diperolehnya hak atas tanah danjatau Bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak  atas tanah, tcrmasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan d i  atasnya, sebagaimana dimaksud da lam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak
yang dibayarkan oleh konsumen akh i r  atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

27. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau
diserahkan kepada konsumen akhir.

28. Makanan d a n / a t a u  M inuman  ada lah  makanan dan /a tau  m i n u m a n  y a n g
disediakan, d i jual  dan/atau diserahkan, ba ik  secara langsung maupun t idak
langsung, atau mclalui pesanan oleh restoran.

29. Restoran adalah fasil i tas penyediaan layanan Makanan dan /a tau  Minuman
dengan dipungut bavaran, mencakup juga rumah makan, kafetaria, warung,
kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
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30. Tabun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
v.raktu tcrtentu.

32. Pendataan merupakan kegiatan u n t u k  memperoleh d a t a  objek dan  subjek
pajak/Retribusi yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pemeliharaan dan
pemutakhiran basis data pajak/Retribusi, termasuk informasi geografis objek
pajak/Retribusi untuk keperluan administrasi.

33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang
pajak d a n  b iaya  Penagihan pa jak  dengan menegur a tau  memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seket ika d a n  sekalig-us, memberi tahukan sura t
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

34. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Piutang Pajak atau Utang Retribusi.

35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan  mengolah data,
keterangan, dan/atau bukt i  yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka me  laksanakan ketentuan pera tu ran perundang-undangan Perpajakan
dan Retribusi daerah.

36. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT
adalah s u r a t  y a n g  d igunakan  o l e h  D i rek to ra t  Jendera l  P a j a k  u n t u k
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib
Pajak.

37. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
bukti pembayaran a t a u  penyetoran p a j a k  y a n g  te lah  d i lakukan  dengan
menggunakan formul i t  atau telah di lakukan dengan cara lain kc  kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau dcnda.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalh surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

40. Surat Ketetapan Pa jak  Daerah Kurang  Bayar,  y a n g  selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pkpk
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrtif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada krcdit Pajak.

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan, yang  selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
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44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,  yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Retribusi karena jumlah 'credit Retribusi leb ih  besar daripada
Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

46. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk mclakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
daniatau denda.

47. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak
dapat dihindarkan meliputi bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau
huru-hara, civaba_h penyakit dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala
daerah sehingga s u a t u  kegiatan t i d a k  d a p a t  di laksanakan sebagaimana
mestinya.

48. Penyidikan t indak pidana dibidang Pajak dan  Retribusi adalah serangkaian
tindakan yang di lakukan oleh Penyidik u n t u k  mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat tarang tindak pidana di bidang perpajakan
dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

49. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
50. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan

Daerah y a n g  memimpin pelaksanaan u rusan  pemerintahan yang  menjadi
kewcnangan daerah otonom.

51. Bupati adalah Bupati Banggai.
52. Perangkat D a e r a h  y a n g  sc lanjutnya  d is ingka t  P D  a d a l a h  u n s u r

pembantu B u p a t i  d a n  D e w a n  Perwak i lan  R a k y a t  D a e r a h  d a l a m
penyelenggaraan u r u s a n  pemer intahan y a n g  men jad i  kewcnangan
Daerah.

53. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan
yang melaksanakan tugas pembantuan d i  bidang pengelolaan pendapatan asli
daerah.

54. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut kepala BAPENDA
adalah pejabat tinggi pratama yang  memimpin perangkat daerah yang
membidangi pendapatan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
a. jenis PDRD;
b. pendaftaran, pendataan dan penctapan PDRD;
c. pembayaran dan penyetoran PDRD;
d. pembukuan dan pelaporan PDRD;
e. pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan PDRD;
f. Pemeriksaan dan pengawasan PDRD;
g. PenagihanPDRD;
h. keberatan PDRD;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang PDRD; dan
k. pemungutan PDRD yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
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BAB II
JENIS PAJAK DAERAH DAN JENIS RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak Daerah

Pasal 3

(1) Jenis Pajak Daerah dipungut berdasarkan:
a. penetapan Bupati; atau
b. perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf  a terdiri atas:
a. Pajak reklame;
b. Pajak air tanah; dan
c. PBB-P2.

(3) Jenis Pa jak  Daerah yang  d ih i tung  sendir i  o leh  Wa j i b  Pa jak  sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf b terdiri atas:
a. PBJT atas:

I. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kesenian dan hiburan.

b. Pajak mineral bukan logam dan banyan;
c. Pajak sarang burung walet; dan
d. BPHTB.

(4) Jenis Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 4

(1) Retribusi Jasa Umum meliputi:
a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan kebersihan;
c. Retribusi pelayanan parkir ditcpi jalan umum; dan
d. Retribusi pelayanan pasar.

(2) Retribusi Jasa Usaha meliputi:
a. Retribusi pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan;
c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
d. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
e. Retribusi pelayanan rumah pemotong hewan ternak;
f. Retr ibusi  pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
h. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
i. Retr ibusi  pemanfaatan aset daerah.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
a. Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
b. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
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BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan Pajak Daerah

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 3

(1) Wajib Pajak un tuk  jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan objek
Pajak dengan menggunakan:
a. formul i r  pendaftaran objek Pajak;
b. SPOP dan LSPOP;
c. sura t  pengantar dari kelurahan/desa untuk PBS-P2; dan
d. Dokumen pendukung lainnya.

(2) Formulir pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  a
digunakan untuk:
a. PaJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
5. jasa kescnian dan hiburan.

b. Pajak mineral bukan logarn dan batuan;
c. Pajak reklame;
d. Pajak air tanah; dan
e. Pajak sarang hurung valet.

(3) SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  h digunakan untuk
Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak un tuk  jenis Pajak yang dihitung sendiri berdasarkan perhitungan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat  (1) h u r u f  b ,  wa j ib
mendaftarkan diri kepada Bupati melalui BAPENDA untuk mendapatkan NPWPD
dan NOP.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan un tuk  penyedia
tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam ha l  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  ayat (1) t idak
mendaftarkan diri, Bupati melalui BAPENDA menerbitkan NPWPD dan NOP.

(2) Penerbitan NPWPD dan NOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) berdasarkan:
a. data yang diperoleh atau dimi l ik i  oleh Pemerintah Dacrah dan Pcmcrintah

Desa; dan/atau
b. berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.
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Paragraf 2
Pendataan

Pasal 8

(1) Untuk rnemperoleh, melengkapi d a n  menatausahakan d a t a  O b j e k  Pa jak
dan/atau Wajib Pajak Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek
Pajak.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah, untuk PBB-P2.

Pasal 9

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif,
Bupati a t a u  Pejabat y a n g  d i t u n j u k  dapa t  melakukan penonaktifan a t a u
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran la in
yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam h a l  penonaktifan a tau  penghapusan NPWPD, nomor  registrasi, NOP,
dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
harus menerbitkan keputusan dalam jangka vvaktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam ha l  keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) t idak diterbitkan
setelah melampaui jangka wak tu  3  (tiga) bu lan,  permohonan Waj ib  Pajak
dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang
Wajib Pajak:
a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan,

atau peninjauan kembali.

Paragraf 3
Penetapan Pajak

Pasal 10

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3  ayat (2) hu ru f  a dan hu ru f  b ditetapkan dengan menggunakan
SKPD, SKPDKB, SKPDLB, SKPDKBT dan SKPDN.

(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan menggunakan SPPT.

Paragraf 4
Besaran Pajak

Pasal 11

(1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat  (2) h u r u f  a  dan h u r u f  b
dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

(2) Besarnya Pajak terutang untuk  PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) h u r u f  c  dihi tung dengan cara mengalikan ta r i f  Pajak dengan dasar
pengenaan Pajak setelah dilcurangi NJOP tidak kena pajak.

a



Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penctapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mcliputi :
a. n i la i  sewa reklame untuk Pajak reklame;
b. ni la i  perolchan air tanah untuk Pajak air tanah; dan
c. NJOP untuk PBB-P2.

(2) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b
ditetapkan dengan Peraturan Bupat i  tersendiri yang berpedoman pada n i la i
perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 13

(1) Besarnya Pajak terutang un tuk  jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf d dihitung dcngan cara mcngalikan tarif Pajak dengan
dasar pengenaan Pajak.

(2) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3  ayat (3) h u r u f  d dihitung dengan cara mengalikan tar i f  Pajak dengan
dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena
Pajak.

Pasal 14

Dasar pengenaan Pa jak  te ru tang  u n t u k  j en i s  Pa jak  y a n g  d ih i tung  send i r i
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) adalah sebagai berikut:

a. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
untuk PBJT jasa perhotelan;

b. jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada
restoran untuk PBJT makanan dan/atau minuman;

c. jumlah u a n g  y a n g  d i t e r ima  a t a u  y a n g  scharusnya d i b a y a r  k c p a d a
penyelenggara hiburan untuk PBJT jasa kesenian dan hiburan:

d. n i la i  jual tenaga listrik untuk PBJT tenaga listrik;
e. jumlah pembayaran yang diterima a tau  yang seharusnya dibayar kepada

penyelenggara tempat parkir untuk PBJT jasa parkir;
f. n i l a i  jual  hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan un tuk  Pajak

mineral bukan logam dan batuan;
g. n i la i  jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan
h. ni lai  perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Pasal 15

(1) Jumlah pembayaran untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
huruf b, huruf c dan huruf e tcrmasuk:
a. jumlah pembavaran setelah potongan harga; dan
b. jumlah pembavaran atas pembelian voucher.

(2) jumlah yang seharusnya dibayar atas jasa perhotelan, jasa makanan dan/atau
minuman, jasa kesenian dan hiburan dan jasa parkir  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara gratis
dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 16

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan
sebagai berikut:
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a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai
jual tenaga listrik :
1. jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik
yang dibayar setelah penggunaan; dan

2. jumlah pembelian tenaga listrik.
b. untuk tenaga listrik yang dihasikan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka ‘Nraktu
pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di  wilayah yang
bersangkutan.

(2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
penyedia tenaga l istrik melakukan penghitungan d a n  pemungutan Pajak
penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Paragraf 5
Tahun Pajak dan Masa Pajak

Pasal 17

(1) Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c.

(2) Masa Pajak berlaku untuk :
a. jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan
b. jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
(3) Penyampaian SPTPD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
(4) Masa Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1

(satu) bulan kalender.
(5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk jenis Pajak

PBJT tenaga listrik ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan kalender.
(6) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk

BPHTB.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 18

(1) Setiap PD Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan Pendataan
terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah
yang memiliki objek Retribusi d i  Daerah dengan menggunakan Formulir
Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan
pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya atau
didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan
lengkap yang dipersyaratkan.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun
anggaran untuk mendapatkan data jumlah Subjek Retribusi dan Objek Retribusi
dalam 1 (satu) tahun.

(4) Data Subjek Retribusi dan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan pendataan berdasarkan tiap wilayah kecamatan dan
desa/kelurahan.

(5) PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
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Paragraf 2
Pendataan
Pasal 19

(1) Data sebagaimana d imaksud d a l a m  Pasa l  1 8  a y a t  ( 4 )  w a j i b  d i lakukan
pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.

(2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) di lakukan oleh PD
Pemungut Retribusi bersama dengan BAPENDA.

Paragraf 3
Penetapan
Pasal 20

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
a. SKRD; atau
b. dokumen yang dipersamakan.

Pasal 21

(1) Penetapan Ret r ibus i  d e n g a n  menggunakan S K R D  a t a u  d o k u m e n  y a n g
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini

PD Pemungut  Retr ibus i  u n t u k  mendapaikan j a s a  pelayanan dengan
menggunakan Sura t  Permohonan jasa  pelayanan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak terpisahkan dar i  Pcraturan
Bupati ini;

b. PD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a mcnghitung dan menetapkan besarnya Retribusi yang
terutang menurut  t a r i f  sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
menggunakan n o t a  perhitungan Retr ibusi sebagaimana tercantum da lam
Lampiran yang merupakan bagian t idak terpisahkan dar i  Peraturan Bupati
ini; dan

c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf
b, PD Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan
SKRD scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
1. lembar kesatu untuk Wajib Retribusi;
2. lembar kedua untuk PD Pcmungut Retribusi; dan
3. lembar ketiga untuk pertinggal pada Petugas PD Pemungut.

(2) Dalam h a l  d i lakukan Pemeriksaan u lang ,  te rnyata  Wa j i b  Retr ibusi  t i d a k
mengajukan permohonan pelayanan sesua i  dengan  ke ten tuan  pera tu ran
perundang-undangan dan  ditemukan data baru  dan/a tau data yang semula
belum terungkap, maka PD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD
dengan keterangan tambahan atas Objek Retribusi yang sama.

Pasal 22

SKRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huru f  a hams ditandatangani oleh
Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

(1) Penetapan Ret r ibus i  dengan menggunakan dokumen  y a n g  dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas:
a. karcis; atau
b. kupon.
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(2) Bentuk, i s i  dan ukuran dokurnen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupat i  melalui Kepala BAPENDA
untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.

(3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) minimal
memuat.:
a. logo pemerintah Daerah;
b. cap PD Pemungut Retribusi;
c. nomor  dan seri;
d. ni la i  nominal;
e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati

yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
f. kode  / perforasi sebagai alat pengamanan.

(4) Sarana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah
penggunaannya s e t e l a h  d i b e r i k a n  t a n d a  a t a u  s e j e n i s n y a  b e r u p a
legalisasi/perforasi oleh BAPENDA.

(5) Setiap P D  Pemungut Retribusi ha rus  mcngajukan permohonan pengesahan
sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala
BAPENDA dan permohonan tersebut harus memuat minimal:
a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
b. ni la i  nominal;
c. nomor  dan seri; dan
d. keterangan lain bila dianggap perlu.

(6) BAPENDA membuk-ukanimencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada PD Pemungut Retribusi.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS1 DAERAH

Bagian Kesatu
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak pada:
a. loket pembayaran yang disediakan oleh BAPENDA;
b. bank yang telah ditentukan; dan
c. kanal  pembayaran lainnya yang telah ditentukan.
d. petugas pemungut/bendahara penerimaan BAPENDA berdasarkan alai bukti

pembayaran yang sah secara tunai.
(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak dengan menggunakan SPTPD, SPPT,

SKPD dan STPD.
(3) Format SPTPD, SPPT, SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicantumkan dalam lampiran yang rnerupakan bagian t idak  terpisahkan dar i
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Jangka Waktu Pembayaran atau Penyetoran

Pa sal 25

(1) Jangka wak tu  pembayaran a t a u  penyetoran Pajak u n t u k  jenis  Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a:
a. 1  (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. 6  (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

(2) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak teruta.ng un tuk  jenis Pajak
yang dihitung sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 3  ayat (1) hu ru f  b paling lama 10 (sepuluh) har i  kerja
setelah berakhirnya Masa Pajak.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Daerah

Pasal 26

Pembayaran Retr ibusi  y a n g  penetapannya me la lu i  SKRD, d i lakukan  dengan
menggunakan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan

oleh Kepala PD Pemungut Retribusi. SSRD terdiri dar i  empat rangkap dengan
rincian sebagai berikut:
1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, disampaikan kepada Wajib Retribusi

sebagai media untuk membayar Retribusi; dan
2. lembar ke-4  pertinggal pada P D  Pemungut Retribusi yang bersangkutan

sebagai media kendali pembayaran.
b. SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf  a, Wajib Retribusi langsung membayar

Retribusi yang terutang pada bank penerima atau melalui Bendahara Penerimaan
dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1  (satu) bulan sejak ditetapkan
SKRD.

c. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf  b pada hari
libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

d. Bank pene r ima  mene r ima  pembayaran Re t r i bus i  y a n g  t e r u t a n g  w a j i b
membubuhkan teraan k a s  register, c a p  d a n  ditandatangani o l eh  petugas
penerima uang pada SSPD dan didistribusikan dengan rincian:
1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
2. lembar ke-2 untuk bank penerima/tempat penerima pembayaran; dan
3. lembar kc-3 untuk PD Pemungut Retribusi.

e. Bank  Penerima berkewajiban menyampaikan lembar ke-3 SSRD kepada P D
Pemungut Retribusi yang bersangkutan;

f. P D  Pemungut Retribusi waj ib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana
dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan

g. Dalam h a l  p e m b a y a r a n  d i l a k u k a n  m e l a l u i  B e n d a h a r a  Pener imaan
pembantu/Bendahara Penerimaan pada P D  Pemungut Retribusi, Bendahara
Penerimaan pembantu/Bendahara Penerimaan pembantu menerima SKRD dan
wajib menyetorkan pembayaran pada bank penerimaan paling lambat 1 x  24 (saw
kali dua puluh empat jam) sejak penerimaan diterima.

h. Jumlah u a n g  R e t r i b u s i  yang di ter ima oleh petugas pemungut/bendahara
penerimaan perangkat daerah berdasarka.n a la t  buk t i  pembayaran yang sah
secara non tunai

Pasal 27

PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah
memberikan bukti pembayaran SSRD yang telah dibayar lungs.

Pasal 28

Pembayaran Ret r ibus i  d e n g a n  menggunakan d o k u m e n  y a n g  dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
a. Waj ib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang

tercantum d a l a m  d o k u m e n  y a n g  d ipersamakan  k e p a d a  B e n d a h a r a
Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD Pemungut Retribusi;

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan p e m b a n t u  P D  p e m u n g u t
Retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi
sebagai tanda pembayaran Retribusi;
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c. PD Pemungut Retribusi memberikan jasa pelayanan apabila Waj ib Retribusi
memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf
b;

d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan p e m b a n t u  P D  Pemungu t
Retribusi menyetorkan basi l  pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
huruf c  secara b r u t o  kepada b a n k  penerima dengan menggunakan SSRD
sebagaimana te rcan tum d a l a m  Lamp i ran  y a n g  merupakan bag ian  t i d a k
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

e. Penyetoran hasi l  penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d
dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu PD
Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) x  24 (dua puluh empat) jam sejak saat
diterimanya uang Retribusi dan Wajib Retribusi.

BAB V
PEMBLTKUAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah

Paragraf 1
Pembukuan

Pasal 29

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik
dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
a. bag i  Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha pal ing

sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat mi l iar  dclapan ratus ju ta  rupiah) pe r
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan

b. bag i  Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari
Rp.4.800.000.000,00 (empat mi l iar  dclapan ratus j u ta  rupiah) pe r  tahun
dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2) Pembukuan a tau  pencatatan harus  diselenggarakan dengan memperhatikan
iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman
pada k e t e n t u a n  p e r a t u r a n  perundang-undangan y a n g  t e r k a i t  d e n g a n
pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data
peredaran usaha atau data penjualan beserta bukt i  pendukungnya agar dapat
digunakan untuk mcnghitung besaran Pajak yang terutang.

(5) Buku,  catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
termasuk dokumen hasil pengolahan data dan pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di  Indonesia di tempat kegiatan atau
tempat tinggal Wajib Pajak.

Paragraf 2
Pelaporan
Pasal 30

(1) Pelaporan P a j a k  u n t u k  j e n i s  Paja.k y a n g  d i b a y a r  send i r i  berdasarkan
penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat (3)
dengan mengisi SPTPD.

(2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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Pasal 31

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kcpada Bupati  atau pejabat yang di tunjuk
untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan olch Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) SSPD un tuk  BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  ayat (3) h u r u f  d
dipersamakan sebagai SPTPD.

(3) SSPD u n t u k  B P H T B  d ianggap t e l a h  d isampaikan sete lah  d i lakukannya
pembayaran.

(4) SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.
(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD

yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kcdua
Pembukuan dan Pelaporan Retribusi Daerah

Pasal 32

(1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu PD Pemungut Retribusi
membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD rnenurut
golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.

(2) SKRD dibukukan dengan minimal memuat:
a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
b. nomor dan tanggal SKRD;
c. tanggal jatuh tempo;
d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi;dan
e. jumlab pembayaran.

(3) Dokumcn yang dipersamakan dibukukan dengan minimal memuat:
a. jenis, nomor seri;
b. tanggal pengembalian dari BAPENDA;
c. tanggal penggunaan;
d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
e. n i la i  nominal; dan
f. s tok .

(4) STRD dibukukan dengan memuat:
a, tanggal penerbitan STRD;
b. nomor STRD;
c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

Pasal 33

(1) PD Pcmungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi dengan menggunakan
form sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak
terpisahkan dari  Peraturan Bupati  i n i  kepada Bupati  melalui Kepala Bapenda
perihal:
a. jumlah ketetapan Retribusi bcscrta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan

STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
1. nama dan alamat Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
2. jenis Retribusi;
3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
4. tanggal jatuh tempo;
5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
6. jumlah pembayaran.

b. Jumlah uang  Retribusi yang ciiterima oleh petugas pemungut/Bendahara
Penerimaan PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan
yang memuat rincian sebagai berikut:
1. Jenis Retribusi;
2. nomor dan scri serta nilai nominal;dan
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3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk.

(2) Pernbayaran/penyetoran melalui Bank Penerirna.
(3) Kepala P D  m e l a l u i  B e n d a h a r a  Pene r imaan  menyampa ikan  l a p o r a n

pertanggungjawaban se luruh penerimaan Retribusi yang  d i  p u n g u t  dengan
menggunakan dokumen yang  dipersamakan kepada Bupat i  mela lu i  Kepala
BAPENDA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir/tahun
anggaran berikutnya.

(4) Kepala BAPENDA berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (3) melaporkan
realisasi penerimaan Retribusi kepada Bupati  paling lama 5  (lima) har i  kerja
setelah bulan kerkenaan berakhir / tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu

Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
Paragrai 1

Pengurangan
Pasal 34

Bupat i  mendelegasikan kewenangan kepada  Kepala BAPENDA d a l a m  h a l
pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan berdasarkan permohonan Waj ib
Pajak.

Pasal 35

Perrnohonan p e n g u r a n g a n  k e t e t a p a n  P a j a k  t e r h u t a n g  d a p a t  d i a j u k a n
Waj ib  P a j a k  a t a u  k u a s a n y a  d a n  h a r u s  m e m e n u h i  p e r s y a r a t a n  d a n
d o k u m e n  p e n d u k u n g  sebagai b e r i k u t :
a. s e t i a p  p e r m o h o n a n  d i a j u k a n  u n t u k  1  ( s a t u )  SPTPD, SPPT, SICPD,

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan /a tau  SKPDLB;
b. d i a j u k a n  seca ra  t e r t u l i s  da la rn  B a h a s a  i n d o n c s i a ;
c. s u r a t  k u a s a  ( a p a b i l a  d i k u a s a k a n )  d a n  b e r m a t e r a i ;
d. SPTPD, S P P T,  S K P D ,  S K P D K B ,  S K P D K B T,  S T P D ,  S K P D N  d a n / a t a u

SKPDLB d a n  t i d a k  m e m i l i k i  t u n g g a k a n  d a n  b e l u m  k a d a l u w a r s a
m e n u r u t  k e t e n t u a n  pe rpa jakan  y a n g  ber laku ;  d a n

e. s u r a t  k e t e r a n g a n  u s a h a  b u b a r / p a i l i t  a t a u  k c t c r a n g a n  l a i n  y a n g
d i a n g g a p  s a m a  sesua i  d e n g a n  p e r a t u r a n  p e r - u n d a n g - u n d a n g a n .

Pasal 36

(1) Pengurangan h a r u s  d i s a m p a i k a n  k e p a d a  k e p a l a  B A P E N D A dalarn
jangka. wak tu  an ta ra  lain:
a .3  ( t iga)  b u l a n  t e r h i t u n g  s e j a k  t angga l  d i t e r i m a n y a  SPTPD, SPPT,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN dan/a tau  SKPDLB;
b. 3 ( t iga )  b u l a n  t e r h i t u n g  s e j a k  t a n g g a l  t e r j a d i n y a  b c n c a n a  a la rn ;

a tau
c. 3  ( t i g a )  b u l a n  t e r h i t u n g  s e j a k  t a n g g a l  t e r j a d i n y a  s e b a b  l a i n

y a n g  l u a r  b i a s a ,  k e c u a _ l i  a p a b i l a  W a j i b  P a j a k  d a p a t
r n e n u n j u k a n  d a l a m  j a n g k a  w a k t u  t e r s e b u t  t i d a k  d a p a t
d i p e n u h i  k a r e n a  k e a d a a n  K a h a r.

(2) Pengurangan  s e b a g a i m a n a  d i m a k s u d  pad.a  aya . t  (1 ) ,  d i l a k s a n a k a n
apabila:
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a. t idak m e m i l i k i  t u n g g a k a n  P a j a k  u n t u k  T a h u n  P a j a k
sebelumnya. a t a s  O b j e k  Pa jak  y a n g  d i m o h o n k a n  pengurangan,
kecuali  d a l a m  h a l  O b j e k  P a j a k  t e r k e n a  b e n c a n a  a l a r n  a t a u
keadaan  Kahar ;  d a n

b. tidak d i a j u k a n  k e b e r a t a n  a t a s  SPTPD,  S P P T,  S K P D ,  S K P DKB,
SKPDK HT, S T P D ,  S K P D N  d  a n/atau S K P D L B  y a n g  d i m o h o n k a n
pengurangan a t a u  dalam h a l  diajukan keberatan telah diterbitkan
surat keputusan keberatan d a n  a t a s  s u r a t  keputusan keberatan
dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 37

(1) Dalarn h a l  memast ikan  k e m a m p u a n  m e m b a y a r  Wa j i b  P a j a k  a t a u
kondisi tertentu Objek  Pajak, dapat  d i lakukan penelitian s e t e m p a t
dan/atau pencl i t ian administrasi oleh BAPENDA.

(2) Hasi l  penelitian seternpat sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan
dalam laporan hasil penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) harus
mernastikan k e m a m p u a n  m e m b a y a r  W a j i b  P a j a k  a t a u  k o n d i s i
tertentu Objek  Pa jak  sebagai dasar  u n t u k  pengurangan ketetapan
Pajak.

(3)

Pasal 38

(1) Permohonan p e n g u r a n g a n  y a n g  t i d a k  m e m e n u h i  k e t e n t u a n
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 36  t idak diproses.

(2) Dalarn h a l  permohonan pengurangan t i d a k  memenuhi  ketentuan,
kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanggal  p e n e r i m a a n  s u r a t  p e r m o h o n a n  p e n g u r a n g a n
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan secara
tertulis k e p a d a  W a j i b  P a j a k / k u a s a n y a  d i s e r t a i  a l a s a n  y a n g
mendasari.

Pasal 39

(1) Kepala BAPENDA dalarn jangka waktu  paling lama 14  (empat belas)
hari se jak  t a n g g a l  pener imaan permohonan pengurangan secara
lengkap, h a r u s  m e m b e r i k a n  k e p u t u s a n  a t a s  p e r m o h o n a n
pengurangan yang diajukan.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima
atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 2
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 40

(1) Bupati a t a u  Pejabat yang  ditunjuk dapat  melakukan pembetulan d a n
Pembatalan SPTPD, SPPT,  SKPD,  SKPDKB, SKPDKBT,  STPD,  SKPDN
dan/atau SKPDLB yang dalam pcncrbitannya terdapat kesalahan tu l is
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perunklang- undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan dan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Pembatalan.
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(3) Pembetulan dan Pembatalan dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib
Pajak.

(4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan
wajib pajak atau kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. permohonan h a r u s  d i a j u k a n  secara  tertul is,  d i tandatangani  o leh

Wajib Pajak  a tau  kuasanya,  menggunakan bahasa Indonesia yang
baik d a n  b e n a r  d a n  m e n y e b u t k a n  a l a s a n  y a n g  me-ndukung
permohonannya;

b. surat perrnohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan;
c. mela.mpirkan persyaratan minimal:

1. fotokopi identitas diri (kartu tanda penduduk/paspor/NPWPD);
2. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan; dan
3.data pendukung yang dapat  menunjukan bahwa  SPTPD, SPPT,

SKPD, SKPDKB,  SKPDKBT,  S T P D ,  S K P D N  d a n / a t a u  S K P D L B
tersebut tidak benar.

(5) Dalam hal pembetulan dan pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.

(6) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupat i  a tau
Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.

(7) Dalam ha l  pembetulan dan  pembatalan didasarkan atas permohonan Waj ib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan dan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat betas) hari
sejak tanggal surat permohonan pembetulan dan pembatalan diterirna.

(8) Surat keputusan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berisi keputusan berupa:
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau

kekeliruan v a n g  d a p a t  b e r u p a  menambahkan,  mengurangkan,  a t a u
menghapuskan jurnlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif
berupa bungs, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan
Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pengurangan. Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 41

(1) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya,

meliputi:
1. kondisi tertentu Objek Retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek

Retribusi;
2. dalam hal untuk kepentingan Daerah terkait dengan program investasi,

promosi Daerah, dan politik;
3. Wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga. kewajiban Retribusinya

sulit dipenuhi; dan/atau
4. Wajib Retribusimerupakan Wajib Retribusi Badan yang mengalami kerugian

dan kesulitan likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak
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dapat memenuhi kewajiban rutin.
b. dalam h a l  Objek Retribusi terkena bencana a lam a tau  sebab l a i n  yang

diakibatkan oleh keadaan Kahar.
(2) Dalam h a l  Waj ib  Retribusi mengalami kerugian, kesul i tan l ikuidi tas, a t a u

kebangkrutan, B u p a t i  d a p a t  m e n u n j u k  K e p a l a  P D  u n t u k  me lakukan
Pemeriksaan/ audit p a d a  W a j i b  Re t r i bus i  sebaga i  per t imbangan u n t u k
menentukan besaran pengurangan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 42

Pengurangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat diberikan paling
tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Paragraf
Pembetulan

Pasal 43

(1) Atas  permohonan Waj ib Retribusi Bupat i  a tau  Pejabat yang d i tunjuk dapat
melakukan pembetulan STRD, SKRD,  SKRDLB, SKRDKBT, SKRDN, a t a u
SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan /  atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada aya t  (1) ditetapkan da lam s u r a t
keputusan pembetulan.

(3) Dalam h a l  pembetu lan  d idasarkan  a t a s  permohonan W a j i b  Re t r i bus i
sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), Bupa t i  a t a u  Pejabat yang  d i tun juk
menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap
permohonan Wajib Retribusi.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupat i  a tau
Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi. dan/atau keterangan yang
diperlukan.

(5) Dalam h a l  pembetu lan  d idasarkan  a t a s  permohonan W a j i b  Re t r ibus i
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam jangka wakru paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan di terima.

(6) Surat  Keputusan Pembetulan sebagaimana d imaksud pada aya t  (5) ber is i
keputusan berupa:
a. mengabulkan permohonan Wajib Retribusi dengan membetulkan kesalahan

atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, a tau
menghapuskan jumlah Retribusi yang terutang, maupun sanksi administratif
berupa bunga, Glenda, dan kenaikan Retribusi; atau

b. membatalkan STRD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan
Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan t idak sesuai dengan tato, cara
yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Retribusi.

Paragraf 3
Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 44

(1) Penetapan SKRD sebagaimana dirnaksud da lam Pasal 2 0  h u r u f  a  dapat
dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
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(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala PD Pemungut Retribusi paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas
dengan melarnpirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk.

(3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD
Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum,
BAPENDA ser ta  dimungkinkan u n t u k  melibatkan Waj ib  Retribusi maupun
melaksanakan peninjauan lapangan a tas  Objek Retribusi yang dimohonkan
pembatalannya.

(4) Hasi l  koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita
Acara Pembatalan penetapan Retribusi Daerah yang ditandatangani bersama.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh PD Pemungut Retribusi
disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar pembatalan SKRD.

(6) Dalam jangka waktu paling lama 3  (tiga) bu lan sejak berita acara diterima,
kepada PD Pemungut Retribusi harus rnenerbiikan surat pembatalan SKRD dan
selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan
SKRD.

BAB VII
PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Paragraf 1

Pemeriksaan Pajak Daerah
Pasal 45

(1) Bupat i  atau Pejabat yang di tunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan un tuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perandang-undangan.

(2) Pemeriksaan u n t u k  menguj i  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib P a j a k  menga jukan  pengembal ian a t a u  kompensas i  ke leb ihan

pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak

yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis

risiko.
(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. Pemeriksaan dalam rangka PenagihanPajak.

(4) Pcmcriksaan un tuk  tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan mated yang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan.

Pasal 46

(1) Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45, meliputi:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak
yang terutang;
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b. memberikan kesempatan u n t u k  memasuk i  t empa t  a t a u  ruangan  y a n g
dianggap per lu  d a n  memberikan bantuan guna  kelancaran Pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2) Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,

meliputi:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemcriksa;
b. meminta kepada pemeriksa. untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan

tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasi l  Pemeriksaan serta memberikan tanggapan a tau

penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 2
Pengawasan Pajak Daerah

Pasal 47

(1) BAPENDA berfungsi sebagai pengelola, pembina dan pengawas Pajak.
(2) Pengawasan Pajak dilaksanakan bersama dengan tim pengawas Pajak.
(3) Pengawasan Pajak dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional

prosedur pengawasan Pajak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pengawasan Pajak

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepurusan Bupati.

Pasal 48

(1) Dokumen pengelolaan Pajak berupa SPTPD, SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDN, SSPD, STPD dan dokumen yang dipersamakan menggunakan
sistem komputer isasi  d i laksanakan sesua i  dengan  ke tcn tuan  pera tu ran
perundang-undangan.

(2) Pengendalian terhadap dokumen pcngclolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Paragraf 1

Pemeriksaan Retribusi Daerah
Pasal 49

(1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang
tercantum dalam SKRD d a n  STRD di lakukan o leh  petugas pemeriksa PD
Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh Kepala PD Pemungut Retribusi.

(2) Tata Cara Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan penmdang-undangan.
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Paragraf 2
Pengawasan Retribusi Daerah

Pasal 50

(1) BAPENDA berfungsi sebagai koordinator, Pengawasan d a n  Pembina tekn is
operasional pemungutan Retribusi.

(2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi
Perencanaan, Pengendalian d a n  Pengawasan Pemungutan Retr ibusi  y a n g
pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(3) Pembinaan tekn is  operasional pemungutan Retr ibusi di laksanakan dengan
memperhatikan Standar  Operasional Prosedur pelavanan yang  ber laku  d i
masing-masing PD Pcmungut Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lan ju t  mengenai Standar Operasional Prosedur pemungutan
Retribusi di masing-masing PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.

Pasal 51

(1) Pengadaan semua sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD
dan d o k u m e n  y a n g  dipersamaka.n menggunakan s i s t e m  komputer isasi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB,
STRD dan dokumen yang dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
PcnagihanPajak

Pasal 52

(1) Bupati melalui  BAPENDA dapat  menerbitkan STPD u n t u k  jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf  a dalam hal :
a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang lidak atau kurang dibayar setelah

jatuh tempo pembayaran;
b. Surat Keputusan Pembetulan, Su ra t  Keputusan Keberatan, d a n  Putusan

Banding yang t idak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau

c. Waj ib  Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  a,

berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (saw persen) setiap bulan.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f  b,
berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi
administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 53

(1) Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat menerbitkan STPD untuk  jenis pajak
yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan olch Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam hal :
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a. dar i  basil pcnelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sehagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat kcpurusan keberatan,
dan putusan banding yang t idak atau kurang dibayar telah ja tuh tempo
pembayaran ; a t au

c. Waj ib Pajak dikcnakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f  a dan

huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan un tuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 54

(1) Piutang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan kcbcratan, dan putusan
banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal  dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) t idak
dilunasi setelah ja tuh  tempo pembayaran a tau  pelunasan, dapat  di lakukan
Penagihan Pa jak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perpajakan.

Pasal 55

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (3) Bupati herwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwcnang:
a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:

1. Su ra t  Teguran;
2. pemasangan tanda tidak patuh;
3. s u r a t  perintah Penagihan seketika dan sekaligus;
4. s u r a t  paksa;
5. pencabutan izin usaha;
6. s u r a t  perintah melaksanakan penyitaan;
7. s u r a t  perintah pencegahan danfatau penyanderaan;
8. s u r a t  pencabutan sita;
9. pengumuman [clang;
10. surat penentuan harga limit;
11. pembatalan lelang; dan
12. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 56

(1) Ta ta  eara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54  ayat (3)
diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Sura t  Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) mencantumkan batas
waktu pelunasan piutang Pajak oleh penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan
Wajib Pajak be lum melunasi p iu tang Pajak, terhadap Penanggung Pajak
diterbitkan surat paksa dan pemasangan tanda tidak patuh.
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(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah diset-ujui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak, atas piutang Pajak yang diangsur atau ditunda
pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
Dalam hal kewajiban pembayaran piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa
tanpa didahului Surat Teguran dan Bupati dapat memerintahkan kepada PD
yang membidangi perizinan untuk melakukan pencabutan izin usaha bagi Wajib
Pajak yang memliki izin usaha.

(6) Surat  paksa  sebagaimana d imaksud p a d a  a y a t  ( 3 )  diber i tahukan a t a u
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi piutang Pajaknya setelah melewati
jangka. wak tu  2  x  24  (dua ka l i  d u a  pu luh  empat) j a m  sejak sura t  paksa
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah
melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal piutang Pajak dan/atau biaya PenagihanPajak tidak dilunasi setelah
dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
sebagaimana dimaksud pada ayat  (7) pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55  ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui
kantor lelang terhadap barang yang disita.
Penjualan secara lelang dilaksanakan paling ccpat setelah jangka waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10)Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling
cepat setelah lewat  jangka w a k t u  1 4  (empat belas) h a r i  terh i tung sejak
dilakukan penyitaan.

(11)Hasil l e l a n g  d ipergunakan t e r l e b i h  d a h u l u  u n t u k  m e m b a y a r  b i a y a
PenagihanPajak dan  s i s a n y a  u n t u k  membayar piutang Pajak yang belum
dibayar.

(5)

(7)

(9)

Pasal 57

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak
yang t idak  menunjukkan i t ikad ba i k  melunasi p iutang Pajak dan  memil ik i
piutang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dart/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan d a n / a t a u  penyanderaan te rhadap  penanggung P a j a k  t i d a k
mengakibatkan h a p u s n y a  p i u t a n g  P a j a k  a t a u  t c rhen t inya  pelaksanaan
PenagihanPajak.

(3) Penccgahan dart/ atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dart
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PenagihanRetribusi

Pasal 58

( 1) PD Pemungut Retribusi wajib:
a. menyarnpaika.n s u r a t  pemberitahuan dalam jangka wak tu  7  (tujuh) h a r i

sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

b. menvampaikan Sura t  Teguran dengan menggunakan format  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian t idak terpisahkan dar i
Peraturan Bupati in i  apabila 7  (tujuh) har i  setelah jamb tempo pembayaran
Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
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(2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7  (tujuh) har i
setelah tanggal Surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.

(3) Penerbitan surat pemberitahuan dan Surat Tcguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan rincian sebagai berikut;
a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
b. lembar ke-2 untuk PD Pemungut Retribusi; dan
c, lembar ke-3 untuk BAPENDA.

(4) PD Pemungut  Ret r ibus i  menerbi tkan S T R D  dengan  menggunakan f o r m
sebagaimana tercantum d a l a m  Lamp i ran  y a n g  merupakan bag ian  t i d a k
terpisahkan dar i  Peraturan Bupat i  i n i  apabila Retribusi terutang t idak  atau
kurang dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) di tambah dengan sanksi  bunga
sebcsar 2% (dua person) setiap bulan.

(6) Apabila Wajib Retribusi t idak melunasi Retribusi terutang sampai dengan Batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wajib Retribusi dinyatakan
merugikan keuangan daerah d a n  a k a n  diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB LX
KEBERATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Keberatan Pajak Daerah

Pasal 59

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupat i  a tau  Pejabat yang
ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Peniungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
hahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah
Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Waj ib Pajak,
dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalarn
jangka waktu paling lama 3  (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, a t a u  SKPDN d i l d r im  a t a u  tanggal pemotongan a t a u
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan Kahar.

(4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kcrusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain disebabkan olch kecclakaan dan/atau musibah yang tidak dapat

dihindari berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang

dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan
atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak mcmenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat  keberatan rnelalui pengiriman tercatat atau melalui
media lainnya, atau tanda penerirnaan surat keberatan yang diberikan Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan
surat keberatan.

(8) Dala_rn ha l  Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas
jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh
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sampai dengan 1  ( s a w )  b u l a n  sejak tanggal penerbita_n Sura t  Keputusan
Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) t idak  termasuk sebagai Piutang Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Pasal 60

(1) Bupati atau Pejabat yang di tunjuk harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian

sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
b. menerima sebagian dalam ha l  Pajak terutang berdasarkan hasi l  penelitian

sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan

Pajak y a n g  teru tang da lam s u r a t  keputusan/ketetapan y a n g  d ia jukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menarnbah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

Pasal 61

(1) Dalam ha l  pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih
dibayar un tuk  jangka waktu paling lama 24 (dua pu luh empat) bu lan serta
bagian da.ri Wa n  dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) d ih i tung sejak bu lan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah Pajak berdasarkan Keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua
Keberatan Retribusi Daerah

Pasal 62

(1) Wajib Retribusi dapat mcngajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada
Bupati melalui KepalP PD Pemungut Retribusi.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan
besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi, kecuali Wajib Retribusi
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tertentu dapat  menunjukkan bahwa jangka waktu  i t u  t idak  dapat dipenuhi
karena keadaaan Kahar.

(3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
PD Pemungu t  Re t r i bus i  menvampaikan u s u l a n  k c p a d a  B u p a t i  u n t u k
mendapatkan persetujuan.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) didasarkan pertimbangan P D
Pemungut Retribusi.

(5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bencana alam;
b. kebakaran;
r. kerusuhan massal atau huru-hara;
d. wabah penyakit; dan/ atau
e. keadaan lain disebabkan oleh kecelakaan dan/atau musibah yang tidak dapat

dihindari berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 63

(1) Bupati d a l a m  jangka  w a k t u  pa l i ng  l a m a  6  (enam) b u l a n  se jak  tanggal
permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan_

(2) Apabila da lam jangka wak tu  6  (enam) bu lan  sejak permohonan keberatan
sebagaimana d imaksud  p a d a  a y a t  ( 1 )  B u p a t i  b e l u m /  tidak member ikan
keputusan, m a k a  keberatan d ianggap d i t e r i m a /  disc tujui s e s u a i  d e n g a n
perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 64

(1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi
yang terutang.

(2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  Kepala P D
Pemungut Retribusi menerbitkan keputusan keberatan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) diterbitkan pal ing lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB X
GUGATAN
Pasal 65

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:
a. pelaksanaan s u r a t  paksa ,  s u r a t  pe r i n tah  melaksanakan penyi taan, a t a u

pengurnuma.n Ielang;
b. keputusan pencegahan dalam rangka PenagihanPajak;
c_ keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang

ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1); dan
d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam

penerbitannya t idak sesuai dengan prosedur atau ta ta  cara yang telah d iatur
dalam ketentuan peraturan perundang-unclangan, hanya dapat diajukan ke badan
peradilan pajak.

Pasal 66

Pengaj uan g u g a  tan dilaksanakan s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r a t u r a n
perundang-undangan.
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BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penghapusan Piutang Pajak Dacrah

Pasal 67

(1) Bupati melakukan pengelolaan p iu tang Pajak u n t u k  menentukan pr ior i tas
Pe nagihanPaj ak.

(2) Piutang Pajak yang t idak mungkin ditagih lagi karena hak  un tuk  melakukan
Penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupat i  sebagaimana dimaksud pada aya t  (3) ditetapkan dengan
mempertirnbangkan:
a. pelaksanaan Penagihansarnpai dengan batas waktu kedaluwarsa

dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) h u r u f  a  d ibukt
dokumen pelaksanaan penagihan.

(3)

(5)

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Rctribusi Dacrah

Pasal 68

Penagihan;

ikan dengan

(1) Wajib Retribusi pener ima STRD dapa t  mengajukan penghapusan p iu tang
Retribusi kepada Bupati melalui Kepala PD pengelola.

(2) Ruang lingk-up penghapusan piutang Retribusi berupa piutang Rctribusi yang
menjadi kewenangan Daerah meliputi:
a. kewajiban pokok Retribusi;
b. bunga dan/atau denda administrasi yang  tertunggak sampai dengan tanggal

terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam STRD;
c. surat keputusan pembetulan;
d. surat keputusan keberatan;
e. putusan banding; dan
f. surat  putusan peninjauan kembali.
Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bunga dan/atau
denda dapat dihapuskan apabila Retribusi tersebut t idak  dapat a tau t idak
mungkin d i t a g i h  l a g i  k a r e n a  h a k  u n t u k  me lakukan  Penagihansudah
kadaluwarsa.

(3)

Pasal 69

(1) Piutang Rctribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), berupa bunga
dan/atau denda, walaupun hak untuk melakukan Penagihanbelum kadaluwarsa
juga dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi tersebut tidak dapat atau tidak
mungkin ditagih lagi.

(2) Piutang Retribusi u n t u k  Wajib Rctribusi orang pribadi yang tidak dapat atau
tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. Wajib Retribusi/penanggung Retr ibusi  b a g i  Wa j i b  Retr ibusi  y a n g  te lah

meninggal d u n i a  dengan t i d a k  meninggalkan h a r t a  war isan d a n  t i d a k
mcmpunyai ahli waris;
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(3)

b. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
c. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan, dan dari  hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi
utang Rctribusinya;

d. Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dan
telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;

e. Wajib Retribusi yang terkena bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan
kejadian n y a t a  d a n  d iperkua t  dengan pernyataan d a r i  ins tans i  y a n g
berwenang;

f. hak untuk melakukan Penagihan piutang Retribusi sudah kadaluwarsa;
g. dokumen sebagai dasar Penagihan piutang t idak  ditemukan dikarenakan

keadaan Kahar;
h. hak Daerah u n t u k  melakukan Penagihan piutang Retribusi t i d a k  dapat

dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
dan

i. Wajib Retribusi /penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena:
1. Wa j ib  Retribusi/penanggung Retribusi p indah  a lamat  dan /a tau  t i d a k

mungkin ditemukan lagi; atau
2. Wa j ib  Retribusi/pena.nggung Retr ibusi  meninggalkan indonesia u n t u k

sclama-lamanya.
Piutang Retribusi u n t u k  Wajib Retribusi badan yang t idak dapat atau t idak
mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggungan Retribusi tidak

dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan Penagihan piutang Retribusi sudah kadaluwarsa;
c. dokumen sebagai d a s a r  Penagihan p iu tang  Retr ibusi  t i d a k  d i temukan

dikarenakan keadaan Kahar; dan
d. hak dacrah un tuk  melakukan Penagihan piutang t idak dapat dilaksanakan

karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRTBUSI YANG DIKERJASAMAKAN

DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 70

(1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan
pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi yang dikerjasamakan dcngan pihak
ketiga berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Prinsip kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi:
a. efisien;
b. efektifitas;
c. sinergitas;
d. saling menguntungkan;
e. kesepakatan bersama;
f. i t i kad  baik;
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g. mengutamakan kepentingan Daerah;
h. persamaan kedudukan;
i. transparansi;
j. keadilan; dan
k. kepastian hukum.

Pasal 72

Pihak yang menjadi subjek kerja sama dalarn kerja sama pemungutan Pajak dan
Retribusi adalah:
a. Kepala BAPENDA;
b. Kepala PD Pemungut Retribusi; dan
c. pimpinan pihak kctiga.

Pasal 73

Bentuk kerja sama pemungutan Pajak dan Retribusi dituangkan dalarn bentuk
perjanjian kerja sama.

Pasal 74

Tata cara kerja sarna pemungutan Pajak dan Retribusi yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga:

a. BAPENDA dan  Kepala PD Pemungut Retribusi a tau  salah sa tu  p ihak  dapat
memprakarsai atau mcnawarkan rencana kerja sama;

b. Apabila para pihak scbagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja
sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan
menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama minimal memuat:
1. subjek kerja sama;
2. objek kerja sama;
3. ruang lingkup kerja sama;
4. hak  dan kewajiban para pihak;
5. jangka waktu kerja sama;
6. pengakhiran kerja sama;
7. keadaan memaksa; dan
8. penyelesaian perselisihan.

c. Hasi l  kerjasama pemungutan Pajak dan Retribusi wajib disetorkan ke kas Daerah
scbagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerinta.hkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal I  4 f iv r ius•  ao21

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 2 4 ' 2 1

S KABUPATEN BANGGAI,

6 I  TONGKO
\ N -,,N G G Ve "•

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 1 0  TAHUN 1O-'1
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

1 1 6 0  P E M E R I N T A H  KABUPATEN BANOGAI
Radian Pendapatan Daerah

.../SPTPD.,./.../...
Mass Pajak • =dd.

J1. MT. Haryono No. 05 Kclurahan Luwuk Tahun Pajak
No,TagIbillayar

No. Reken I ng J u d u l  dan Lokasl Ilkuran Jungku Wuktu Itunlith Pajak

lntal Pajak

SPTPD
(SURAT PEMIIER1TAIR:AN PAJAK DAERAH)

Pajak

NPWPI)
Ntunts Usaha
Keterangan

Kcpada Yth.
A.n Kcpitla RAPENDA Kith_ lianggai
di Luwul.

PERHATIAN :
I. Ilarap diisi dahun rangkap 2 (dun) ditulis dcrigan huruf CE IAK_
2. Penyetnran dilakukan mclalui BPD SULTENG Nu. Rekcning (
3. Sctelah diisl dan ditandatangani. ham diserahkan kemhali kepada Radan Pendapanin Dacrah paling fambat tang,gal 15 bulan

bcrikutnya.
4. Ketcrlamhatan penycrahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Pencrbitan Surat '1cguran
1. Data Obtrck Pa ak

PERNYATAAN
Deng= menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi %sum' dengan kietcntuari perundang-undangan yang
herlaku. says ntau Sayll bcri kuasa mcnyatakan buhwa apa yang telah kami heritahukttn tersebut diatas beserta lampiran-
lampirannya adalah benan lcngkap dan jelas.

- - - - -  -  -  . . . . . . . . .  •  I I • • • • l i t

Mama Jclas

ULIS1 OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterirna "Fanggal
N'ama Pctugas
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
Badan Pendapatan Daerah

Jl, MT, Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

No. R e k e n i n g Judul dan Lokasi Ukura n , fan ka Waktu .furnlah Pajak

Total Pajak

Sanksi Administrasi
1. Kenaikan Rp.
2 Dencla Rp. 0
3_ Bunga Rp.

Nomor
Masa Pajak
Tahun Pajak

Hama Pemilik
Alamat
Nama Usaha
Alarnat Usaha
NPWPD
Uraian

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
1Official Assc smcnt1

A_ Dasar Pengenaan Polak

Dengan Huruf

Jumlah Sanksi (13)

Total

Diterima Tanggal
Noma Petugas

Mengetahui
.K.A.SUBB1D PEN1LAIAN DAN PliNETAPAN PAJAK DAE.RAI I
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= m o m =  a u f l o w o r

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGA1
Badan Pendapatan Daerah

11. MT_ Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

. .  . / S K P D . . . 1 . . . / . . .
Musa Pajak •   ski
Tahun Pajak
Nomor Bayer •

SURAT KETVIAPAN PAJAK DAERAII

No,SPTPfl :  . . . .  iSPTPD)...... ... . .
NPWPD I Nama Pemllik • [ *
Alan=
Nuns Usaha .
Ahunat Usaha
Tanggal Jatuh Tempo
Ketemn2.an .  Ptak .. - - jahun ..

No. Rekening I Judul dan I °Las' I luran I Iasil Pajak RekEame Jumlah
Panjang Lchar 1 Luas (R t+1.

Jumlah Kcirtapan
J umlati Sanksi a .  Bunga

b. Kcnaiken
Jumlah Kmluruhan

Dengan Fluruf : . . . . . . . . . . . .  .

PERHAT1AN :
1. Hump Penyetoran dilakukan melalui Kas 1 l•ruim Daerah Kahupaten Bang&a.i BPD SULTLNG No. Rekening ()

dengan mengganakan Surat SeLoran Pajak Damn (SSPDi

Luwuk,
KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAE1 KABUPA rEN BAN CiG Al

,. . .

• • • • • • • • • • • • • • •

NPWPD
Mama
Alamat

TANDA TERIMA

No_SKPD •/ S K P D / .  _J.

Yang Menerima
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1 1 1  P E M E R ! N TA H  KABUPATEN HANGGAI
Badan Pendapatan Daerah

Ji, MT. Henyono No. 05 Kelurahen Luwuk

No. I R e k e n i n g  Polak Janis Pajak D a s a r  Pengenaan (Rp) Pajak Tcrhutang (Rp)

2. Pajak yang Terhutang
3, Kredit Pajak

R. rI

u. Kompensasi kelehihrai dan whim sebelumnya Rp. (1
h. Setoran yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikreditkan

Rp.
RP-

0

Rp.
4. Jumlah kckurangan perubayaran pokok pajak (2-3d)
5. Sanksi administrant

13unga Rp. 0

Rp (I

b. Konaikan R p . 0
c. Jumlah sanksi admInistratif(a4h) kp. rJ

6. Jumlah yang hams dibayar Rp, 0
Denman Huruf

PERHA'llAN

Masa Pajak s i d
Tatum Pajak
Numor Bayar

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHII.

No,SPTPI) .  -  II47TPT)/
NPWPI) I Noma Pernilik
Mama
Nama Lsaha
Alamat Usaha
Tanggal Jutuh Tempo
Keterangan Skpdn

Bcrdasarkan Pasal 73 Pcraturan Pcracrimah Nomor 35 Tahun 2023 tclah chiakukan pcmcriksaan atau kacrangan lain atas
pclaksanaan Itcwafibun

Jumlah

II.Dari perneriksuan atau keteningan lain terse:h a. dims. peughitungan jumlah yang masih haru_s dibayar adalah
sohagai berik-rn :
I. L)asar Pengenaan Rp.

1. Hnrap Penyetotan dilakukan melalui Kos Umum Duerah Katurpatcn Banggai BPD SUITENG No. Rekening (
Dungan menggunakttn Surat Setoran Pajak Duerah (SSPD)

2. SKPDKR Ini Di kenakun Sanksi Administrasi 13erupa Sehesar 2% Perhulan Ilan& Makslmal 24 llulan Setiap Melowati
Tanggal Jatuh Tempo

I.uwuk,
KEPAI.A RIDANG PELAYAT•:AN
PLLAPORAN DAN KONSUL l'AS1

111011.0

NPWPD
Name.
Alamat

TANDA TERIMA

No.SKPD / S K P D i •  •i• •/. • • •

Yang Menerimu
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n k a a m a m i l n

4 1 1  P E M E R I N T A H  KABUPATEN BANGGAI
Badan Pendapatan Daerah

L11. MT. Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

..../SKPD.../.../...
Masa Pajak •  s i d  . . . .
Tahun Pajak
Nomor Bayar

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

No.SVMD
NPWPD I Kama Pcmilik • t
.41amat
•
•
Tunggul Jutuh Tempe •
Katcrangan •  Pajak L i l l i a n

I. Bcrdasarkan Pasal 73 Pcraturan Pcmcrintah Namur 35 Tahun 2023 Wall dilakukan pancrikssan atau kctcrangan lain
pclaksanaan kcwajiban :

alas

No. Rckening Pajak Jcnis Pajak Dasar Pcngcnaan (Rp) Pajak Tcrhutang (Rp)

1Jumlah

11.Dari pemeriksaan man keterangan lain tersehut diatas., penghituneart
sebagai berikut :
1. Dasar Pcngcnaan
2. Pajak yang Tcrhutang
3. Kredit Pajak

a. Kumpcnsasi kcichilmn dad tahun sehelurrmya
h. Setorun yang dilakukan
c. Lain-lain
d. Jumlah yang dapat dikrcditkan

4. Jumlah kckurangnn pcmbayaran pookok pajok (2-3d)
5, Sanksi ad-ministratif

a_ Bunga
h. Kenaikan
c_ Jumlah sanksl admlnistratil(al b)

6. Jumlah yang hams dihayar
Dengan Hunif •

jumlah yang masih hams

Rp. t i
Rp_ t i
RP. 0

di bayar adalatt

Rp. o
Rp. n

Rp.
Rp. I . ,

Rp,
Rp,__ i i

Rp.
Rp.

PERI lATI AN •
1. Ilarap Penyctotan dilakukan mctalui Kass Umum Dacnjh Kahupaten Ranggai BPD SULTENG No. Relating ( )

bengal] mcnggunakan Surat Saoran Pajak Dacrah I SSPD)
2. SKPDKB hi Dikcnakan Sanksi Adminisirasi Berupa Sebesar 2% Perhulan 1 I ntuk Maksimal 24 BuLan Sctiap Mclewati

l'ang&al Jatuh I cii-Lpo

Luwuk,
Kt:PALA BADAN PEN DAPATAN

DAEFLALI-I KABISPATEN BANGGAI

y . l a  4 4 4 4 4  * I  4 4 4 4 4 4 4 4  . 4 1 , 1 1 . 1 4 1 , 4

No.SKPO •  /SKPD/. . /  .

TANDA TERIMA

N PVC' PD
Nama
Alamat

Yang Menerima
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as

No. Rckcning Final,: Jails Pajak I  1)asw- Pcngcnatin (Rp) Pajak Tcrhutang (Rp)

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGA1
Baden Pendapatan Daerah

J1. MT. Haryono No. 05 Kelurahan Luwuk

..JSKPD.../.../...
Masa Pajak  & i d  .
Tahun Pajak
Nomor Barer

SIAM KEEL FAPAN I'AJAK DAERAH LEBIti BAYAR

No.SPTPD i S P T P D /   3  I
NPWPD I Narna Pemilik •
Alamat
Name 1.1satut
Alamat Usahit
Tanggill Rauh Tempo
Katerangan Skpd]b

I.

I. Beniasarkan Paul 73 Peratunai Prmerinah Namur Ta h u n  2023 teIrh dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain alas
pelaksanaan kofreqjiban :

IL Dari pcmcriksaan atau ketcrangan lain tcrscbut (hams, penghitunatin iumlah yang masilt hams dibayar mink!)
scbagai berikut
1. Dasar Pcngcnaan
2. Pajak yang Tcrhuutng
3. Kralit Pajak

a. Kompcnsasi kelebihan dart tahun sebeltunnya R p .
b. Sctoran yang dilakukan R p .  0
c. R  p.
4.1. Jumlah yang dapat dikretiltkan

4. Jumlah kekurangan pembityltran pokok pajak (2.3d)
S. Sank administrant

a. Bunga R p
b. Kcnaikan R p .
c. Junk]] sankal administrant (a+b)

6. Jumlah yang hams dibayar
Dengan I lurut •

Rp.
Rp.

Rp
Rp

0
0

Rp,
Rp. 0

PERHATLkN :
I. Hump Penyotolan dilakukan mclalui Kos !imam Dacrah Kahuputco Banggai BPD SIILTENG No. Relining (

Dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPD)
2. SKPDKB Ini Dikcnakan Sanksi Administrasi Bcrupa Scbcsar 2% Perbulan Untuk Maksimal 24 Bulan Set* Mclewatt

fanggal Jatuh tempo

Luwuk,
KUALA BIDANG PELAYANAN
PELAPORAN DAN KONSULTASI

NPWPD
Nama
Alamat

`PANDA TERI MA

No.SKF'D • / S K P D / .  ./ ,  . / ,

Yang Mcneritna
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A. FORM YANG DIGUNAKAN SEBAGA1 SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
OLEH KOORDINATOR PEMUNGUTAN RETRIBUSI

No. Nama /Judul Form Model/ Nornor
1. Pendataan Wajib Retribusi BPD.001.Ret.

4
2. Permohonan Jasa Pelayanan BPD.002.Ret.
3. Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) BPD.003.Ret.
4. Surat Permohonan Pembayaran AngsuranRetribusi BPD.004.Ret.
5. Keputusan K e p a l a  P D  t e n t a n g  Persetu juan/  Pen ol akan

Pembayaran Angsuran Retribusi

BPD.005.Ret.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi

Daerah

BPD,006.Ret.

7.  Surat Pembayaran Angsuran Retribusi (SPARD) BPD .007. Ret.
8. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran BPD.OO8.Ret.
9. Keputusan KepAtA PD tentang Persetujun/Penolakan Penundaan BPD.009.Ret.

Pembayaran Retribusi
10. Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran BPD.010.Ret.
11. Surat Tanda Setor Retribusi (STSRD) BPD.011.Ret.
12. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPD.O12.Ret.
13. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) BPD.013.Ret.
14. Surat Peringatan BPD.014.Ret.

15. Surat Teguran BPD.015.Ret.

16. Surat Tagihan Retribusi (STRD) BPD.016.Ret.
17. Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan

Ketetapan

BPD.017.Ret. 1

18. Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan Menggunakan

Dokumen yang Dipersamakan

BPD.018.Ret.

19. Nota Perhitungan BPD.019.Ret.
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B. FORM PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB
RETRIBUSI MODEL/NOMOR BPD.001.Ret.

P E M E R 1 N TA H  K A B U PAT E N  BANGGA1

PD***** ••• OOOOOOO ••••••
Model-BPD.00t Ret I

J1.  N o m o r .  T e l p o n F a x
LUWUK

PENDATAAN WAJIhi RETRIBUSI
RETRIBUSI:

A. IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI
1. a .  N a m a  (Penanggung Retribusi)

b. A l a m a t
c. K e l u r a h a n  / Desa
d. Kecamatan
e. K o d e  Pos

2. a .  N a m a  Usaha
b. A l a m a t

c. K o d e  Pos

•
•

B. DATA OBJEK RETRIBUSI
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Demikian data ini diisi dcngan sebenarnya.
Luwuk,

Mcngetahui/  Menyetujui P e t u g a s  Pendata,
WajibRetribusi

NamaJelas N a m a  Jelas

Keterangan:

Lembarke-1 O P D P e m u n g u t
Lembarke-2 :  WajibRetribu si
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Model-BPD.0O2.Ret

C. PERMOHONAN JASA PELAYANAN

Nomor
Sifat
Lampiran

Kepada

Yth Bupat i  Banggai
Hal :  Permohonan Jasa Pelayanan C q .  Kepala PD

Yang bcrtanda tangan di bawah ini:
Narna
Pekerjaan /jabatan
Alamat
Bertindak untuk d an atas nama
Orang Pribadi/ Badan
A lama t

di
LUWUK

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:
Jasa Pelayanan
Alamat Objek

Sebagai b a h a n  per t imbangan,  b e r s a m a  i n i  k a r n i
lampirkan perayaratan permohonan sebagaiberikut:

1.
2.
3.
4
5
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PD Model-BPD 003. Ret

N o m o r T e ' p a n F a x
LUWUX

D SURAT KETETAPAN
RETRIBUSI (SKRD)

Nomor :

Kepada Y t h .
Nama
Mama t :
Bidan.g Jasa pelayanan:

No.Form

PD

Berdasarkan Pe ra tu ran  D a e r a h  N o .   T a h u n   d a n  a t a s  pe rmohonan
Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah mela lu i
Bank Penerima.
Jumlah : Rp.
Terbilang :
Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No Ayat Penerimaan Jenis Retribusi 1  JumlahPokokRetr ibusi

Jumlah Rp.

■ H a m s  disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) har i  terhi tung dart tanggal SKRD in i

ditandatangani.

■ J a t u h  Tempo Pembayaran tanggal-
■ Ke te r l amba tan  penyetoran dart batas waktu yang di tentukan dikenakan denda Sanksi

Administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

Luwuk,

Kepala PD

NIP.

Lem barke - 1
Lembarke •2
Iembarke-3

: untuk Wajib Retribusi
: untuk Pll Pemungut
pertinggal pada PD Pemungut

Luwuk,

Penyetor,

Na_ma jelas
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E. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUST

Nomor

Sifat

Lampiran Y t h  B u p a t i  Banggai

Hal :  Pe rmohonan  Pembayaran C q .  Kepala PD

Angsuran Retribusi.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Pekerjaan Jjabatan
Nama Peru sahaan

Alamat

di

Kepada

Luwuk

dengan i n i  menga jukan  permohonan pembayaran secara angsuran
Retrubisi s e b a n y a k  k a l i  a n g s u r a n
sebesar R p f b u l a n  atas u tang Retribusi berdasarkan
SKRD Nomor:

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

1

2.
3

4

5

Luwuk,

Pemohon,

Nama Jelas

Catatan:

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diherikan pal ing banyak 4
(empat) kal i  cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar
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Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Model-BPD.005. Ret

PD

KEPUTUSAN KEPALA PD
NOMOR:T A H U N

TENTANG
F. PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSLTRAN RETRIBUSI

KEPALA PD

a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi nomor:

 T a n g g a l  y a n g  diajukan oleh Wajib Retribusi dan
setalah diadakan penelitian ternyata Filasan-alasan Wajib Retribusi
untuk mengangsur pembayaran Retribusi terutang sebagaimana
tereantum dalam SKRD/STRD telah memenuhiit idak memenuhi l
ketentuan;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ,  pe r l u  menetapkan Keputusan Kepala P D
tentang Persetujuan Penolakani Pembayaran Angsuran Retribusi

dst
MEMUTUSKAN

KEPUTUSANKEPALA (PDJ  TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN1
PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Menyetujui/Menolaki pe rmohonan  a n g s u r a n  pembayaran
Retribusi kepada:
N a m a
.Jabatan
Alamat
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*) Coret yang tidak perlu
Tembusan :
1. Kepala BAPENDA Kabupaten Banggai;
2. PD
3. Arsip

Ditetapkan di Luwuk
pada ianggal:
KEPALA PD

NIP.
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PE M E RI NTAH KAB UPAT EN BANGGAI
3

P D  M o d e l -BPD 006 Ret

J1. N o m o r T e l p o n , F a x .
LUWUK

G. SURAT PERNYATAAN
KESA_NGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI

Nomor:
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Marna Wajib Retribusi :
A l a m a t
Pekerjaan/jabatan
Dengan i n i  menyatakan/berjanji  u n t u k  mcmbayar  Rctr ibusi
tercantum d a l a m  S K R D / S T R D  N o m o r :

terutang yang
 T a n g g a l

secara a n g s u r a n  d e n g a n  K e p u t u s a n  K e p a l a
PDN o m o r : T a n g g a l
tentang Persetujuan/Penolakani
Pembayaran Angsuran Retribusi dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran
ke

Tanggal B e s a r n y a  Angsuran
Pembayaran ( R p )

I
1
III
NT

Demikian surat pernvataan in i  dibuat dan j ika kewajiban pembayaran Retribusi
tersebut d i  atas t idak dipenuhi, maka saga bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mcngetahui/Menyetujui: L u w u k ,
Kepala PD

NIP

*) coret yang
Lembar ke-1
Lembar ke-2
Lembar ke-3

tidak perlu
: untuk PD Pemungut;
: untuk Wajib Retribusi;
: untuk BAPENDA.

Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meterai
Rp.10.000

Nama Jelas

No.Agenda :
Tanggal
Paraf
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P E M E R I N TA H  KAOUPATEN BANGGAI
PD

J1 N o m o r T e l p o n  .Fax.
LUWU K

Model-BPD.007.Ret

H. suRAT PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

Nomor

No.Form

PD

Kepada Yth.
Nama
Alamat
Bidang Jasa Pelayanan:
Berdasarkan Ketetapan Ret r ibus i  d a n  SKRD/STRD1 N o m o r. t g l
Segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank
Penerima
Jumlah : R p .
Terbilang

Untuk pembayaran angsuran Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No Ayat Penerimaan Jenis Retribusi J u m l a h  Pokok Angsu ran  ice
Retribusi

Jumlah Rp.

Luwuk,

Kepala PD

Luwuk,

Wajib Retribusi

NIP.

Lembarke-1
Lembarke-2
Lembarke-3
Lembarke-4

: untuk Wajib Retribusi
: untuk Tempat PenerimaPembayaran
: untuk OPD Pernungut Retribusi
: untuk RAPENDA

45

Nama Jelas



Model-BPD.008,Rel

1. S U R A T  PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Nomor
Sifat K e p a d a

Lampiran Y t h  Bupati Banggai
Hal :  Permohonan Penundaan C q .  Kepada PD

Pembayaran Retribusi
di

Luwuk

Yang bertanda Langan di bawah ini:

Nama
Pekerjaan/jabatan
Bertindak atas narna
Orang Pribadi/Badan •
Alamat •
Bersarna ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran
Retrubisi a t a s  u t a n g  R e t r i b u s i  berdasarkan S K R D  N o m o r :
 t a n g g a l s e b e s a r  Rp
Sebagai bahan pertimbangan karni sampaikan sebagai berikut:

1

2
3

4

5

Demikian permohonan i n i  disampaikan dengan sebenarnya d a n
penuh tanggungjawab.

Luwuk,
Pemohon,

Marna jelas

46



Model-BPD.009 Ret

PD
KEPUTUSAN KEPALA PD

NOMOR:T A H U N

TENTANG
J. PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN

RETRIBUST

KEPALA PD

Menimbang a .  bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi
nomor:  T a n g g a l  y a n g  diajukan oleh Wajib
Retribusi dan setalah diadakan penelitian ternyata alasan-
alasan W a j i b  Re t r ibus i  u n t u k  m e n u n d a  pembayaran
Retribusi t e r u t a n g  s c b a g a i m a n a  t e r c a n t u m  d a l a m
SKRD/STRD telah memenuhi/tidak mementahil ketentuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a ,  p e r l u  menetapkan Keputusan Kepa la
PD t e n t a n g  Persetujuan/ Penolakan*) Penundaan
Pembayaran Retribusi .

Mengingat d s t
MEMUTUSKAN:

Menetapkan K E P U T U S A N  K E P A L A  ( P D )  T E N T A N G
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) P E N U N D A A N  P E M B AYA R A N
RETRIBUSI

KESATU :  Menyet uj ui Menolale) permohonan  penundaan pembayaran
Retribusi kepada:
N a m a
Jabatan
Alamat

KEDUA :  Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU hares dibayar sekaligus sebesar
Rp p a l i n g  Iambat tanggald a n
dituangkan dalam Sura t  Pernyataan Pembavaran*)/ Penolakan
permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alas-an
pemohon*)

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

•) Caret yang tidak perlu
Tembusan :
1. Kepala BAPENDA Kab.Banggai;
2. PD.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal
KEPALA PD

NIP.
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PEMERINTAH 1K4BUPATEN BANGGAI
PD , M o d e l - B P D . 0 1 0 . R e t

J1.N o m o r T e l p o n h i %
LUWUK

K. SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Wajib Retribusi
Alamat
Pe kerjaan jabatan
Dengan i n i  menyatakan/berjanji  u n t u k  membayar Retr ibusi  terutang yang
tercantum d a l a m  S K R D / S T R D  N o m o r :   T a n g g a l

secara a n g s u r a n  d e n g a n  K e p u t u s a n  K e p a l a
PDN o m o r : T a n g g a l
tentang Persetujuan/Penolakani Penundaan Pembayaran Retr ibusi  Daerah,
dengan batas akhir pembavaran tanggal.
Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.
Terbilang:
Demikian sural  pernyataan in i  dibuat dan j ika kewajiban pembayaran Retribusi
tersebut d i  ata.s t idak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui / Menyetujui: L u w u k ,
Kepala PD

NIP

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1  :  u n t u k  P D  Pemungut
Lembar ke-2 :  u n t u k  Wajib Retribusi
Lembar ke-3 :  u n t u k  BAPENDA

Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

Meteral
I Rp.10.000

Nama jelas

No.Agenda :
Tanggal
Paraf
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PD

J1 N o m o r T e l p o n F a x

1 L . SURAT SETORAN RETRTBUSI No.Form •
j SSIRDI

•• •N o m o r P D
•  Nama .

Alamat •
•  NPWPD

Menyetor berdasarkanl SKRD
STRD
SPARD
Dokumen yang dipersamakan

Nomor Ketetapan .

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

No Avat Pembavaran Jenis Rctribusi Jumlah Pokok Retribusi

Jumlah

Dengan huru :

Uang sejurnlah tersebut  d i  a t a s
telah diterima,
Tanggal :

Tanda Tangwi

Luwuk,

Penyetor,

W W I (

Model-BPD.011.Ret

Nama Jelas
Nama Jelas

Tempat teraan Kas Regiter/Tanda Lunas
*) beri tandaVpada kotak L= sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

Lem barke-
Lembarke-2
Lembarke-3
Lembarke-4

untuk WajibRetribusi
: untuk Tempat PenerimaanPembayaran
: untukPD

pertinggal padaPD
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M. SURAT PERMOHONAN PENGEMBAL1AN KELEBIHAN

PEMBAYARAN Model-BPD.012.Ret
Nomor
Sitar K e p a d a

Lampiran Y t h  B u p a t i  Banggai
Hal :  Permohonan Pengembalian C q .  Kepala PD

Kelebihan Pembayaran

Narna Jelas

Yang bcrtanda tangan di bawah ini:
Nama
Pekerjaan/jabatan
Nama Perusahaan
Alamat

di

Luwak

dengan i n i  menga jukan  p e r m o h o n a n  p e n g e m b a l i a n  k e l e b i h a n
pembayaran a t a s  u t a n g  R e t r u b i s i  b e r d a s a r k a n  SKRD Nomor:
 t a n g g a l :   s e b e s a r  Rp
Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar
sebesar Rp,  maka. atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya
dapat d ikembal ikan / di gun akan u n t u k  melunas i  Ret r ibus i  l a i n  y a n g
terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa Retribusi berikutnyal

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

*) coret yang tidak perlu

Luuruk,

Pernohon,

No.Agenda

Tanggal

Paraf
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PEMERINTAH ICAIELTPATEN BANGGAI
PD...

J1.  N o m o r T e l p o n F a x
LUWUK

Model-BPD.013.Ret

NornorForm
Nomor
Tanggal

N. SURAT KETETAPAN
RETR1BUS1 LEBIH
BAYAR (SKRDLB)

Nomor:

PD

Kepacia
Yth, N a m a

Jabatan
Alamat

Berdasarkan s u r a t  p e r m o h o n a n  S a u d a r a  t a n g g a l

Nomor m e n g e n a i  k e l e b i h a n  pembaya ran  R e t r i b u s i  d a n  se te l ah

diperhitungkan k e m b a l i  t e r h a d a p  S u r a t  K e t e t a p a n  R e t r i b u s i  D a e r a h

Nomor, T a n g g a l y a n g  telah Saudara b a y a r  dengan nomor

ayat. ,  dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untukmasa

Retribusibulans d t a h u n s e b a g a i  berikut:

Jumlah Retribusi Terutang R p
Jumlah Pembayaran Retribusi R p
Jumlah Retribusi Lebih Bayar R p
Sanksi Administrasi 2%x.... Bulan x RpR o

Jumlah Retribusi yang dikembalikan R p

Terbilang

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsu.ng diperhitungkanl
a. U n t u k  rnelunasi Retribusi lain yang terutang
b. U n t u k  pembayaran masa Retribusi berikutnya
c. U n t u k  dilakukan pengembalian

Demikian pernberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.
Luwuk,
KEPALA PD

*) caret yang tidak perlu
Lembar ke- 1 : untuk PD Pemungut
Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 : untuk BAPENDA
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P E 1 V I E R I N TA H  K.ABAJPATEN B A N G G A I
P D

J1.N o m o r T e l p o n F a x

Jerns Masa Retribusi terutang Jumlah Tanggal Jatuh
Retribusi Retribusi pada SKRD Retribusi Tempo

(Rpi

LOWITK

Model-B PD. 01 4. Ret

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth
Kepada

di
L u w a k

O. SURAT PEM.BERITAHUAN PERINGATAN
NOMOR:

Berdasarkan has i l  penel i t ian p a d a  t a t a  usaha  kam i ,  sampa i  dengan s a a t  i n i  Saudara
belum tnenyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:

Dengan di terbi tkannya Surat Pemberitahuan ini,  dirninta agar Saudara segera melunasi
Retribusi yang terutang tersebut di atasselambat-lambatnya
hari  setelah tanggal Surat Pemberitahuan in i  dikeluarkan.

eoret yang t idak perlu
Lembar ke-1 : u n t u k  PD Pemungut;
Lembar ke-2 u n t u k  Wajib Retribusi;
Lembar ke-3 : u n t u k  BAPENDA_

Luwuk,
Fr_EPALA PD
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P E M E R I N TA H  K A A U PAT E N  BANGGAI
PD

Jl. N o m o r T e l p o n F a x
LUWUK

No Tahun Jena', Retribursi Namor as Tanggal, SKRD
Scmkai Ketarlambatan

2Mo/ BuLan

JurnInh %whim
RetrOmrai Yang Hama

Dibeyar
rY.0.1

1.
2.
3.

Jutalith

Model-BPD.015.Ret

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth
Kepada

di
Luwuk

P. SURAT TEGURAN
NOMOR:

Berdasarkan basi l  penelitian pada rata usaha kami, sampai dengan scat i n i  Saudara
belum menyelesaikan pembayaran Retribusi yang terutang sebagai berikut:

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% sebulan dar i  jumlah Retribusi terutang. Oleh karena i t u  d iminta
Saudara segera melunasi Retribusi yang terutang di atas selambat- lambatnya
hari setelah tanggal Surat Teguran ini ciikeluarkan.

)̀ curet yang tidak perlu
Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk PD Pemungut
Lembar ke-3 : untuk BAPENDA
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Luwuk,
IMPALA PD

Nama
Nip



PD :
No

1

R. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN KETETAPAN TAHUNA NGOARAN:

Ayat Penerimaan Jenis
Retribusi

BUI.AN [ M o d e l -BPD 017 Ret

Permohonan

Mi lan  i iv

2 3 4

Sd. bu lan ini

5

Jumlah

Catatan :

Lembar ke-1 : untuk BAPENDA;
Lembar ke-2 : untukInspekturat;
Lembar ke-3 : untuk PD Pemungut.

Ketetapan

Bulan ini

Pembayaran

Sd. bulan ini Bulan in i  S d .  bulan ini

6 7 8 9

Luwuk,

Kepala PD

NIP.



TAI-IUNANGGARAN:
BU LAN:
PD

No Ayat Penerimaan Jenis Retribusi Permohonan Ketetapan Pembayaran

B u l a n  i n i Sd. bulan
ini

Bulan
ini

Sd. bulan ini Bulan
ini

Sd. bulan ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S. LAPORAN PENERIMAAN RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN D O K U M E N  YANG DIPERSAMAKAN
Model-BPD.O18.Ret

dumlah

Catatan:
Lembar ke-1 : u n t u k  BAPENDA;
Lembar ke-2 : u n t u k  Inspektorat; dan
Lembar ke-3 : u n t u k  PD Pemungut.
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Luwuk,
Kepala PI)

Nama
NIP



Oleh

NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PD

JalanN o m o r T e l l )
L U W U R

Model BPD.019.Ret

T. N O T A  PERHITUNGAN

Jenis Retribusi :...

Diketahui  dan Disetujui :  L U A T U  k,
Petugas Penghitung,
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PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PD

JalanN o m o r T e l p
L U W U K

No. No. Retribusi

1 2

Alamat Objek
Rec.

3

Izr/RW Status WRet.

DAFTAR NOMINATIF TUNGGAKAN RETRIBUSI

Tabun Ret,

4 5 6

Narita Wajib Ret

7

Akniat Wajib
Het

Junilah
Titgthun Ret.

kategori Objek „Status Rayar R e t  r t e t e r a r t e p t i

8 9 1 0  1 1 12

Petunjuk PenagiItaa:
Kolom l  s.d 9 dais) olrh Siatem lkokrua 9 tidak/belunt termasuk dendaisankai arlmtnistrasi),
Kolom 10 s.d 12 diisi oleh Petugar.4 pada P1) Pe rnungui (1c.olom 12 kode Anpka 1 untuk Lunas. kode angks 0 untuk Belum Lunas); clan
Kolom T1 ()code angka 1 untuk objek Retribusi yang udak dapat ditrmukan lokasmya dillipangran, angka 2 untuk objek Rut-nitwit yang niemiliki dua atnu lebih objek retibusi, kode angka 3 untuk objek

Retribusi yang subjek Retribusinym tidak daput diidentifikasi).
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No. Rctrabuai

P E M E R I N TA H  K A B U PAT E N BANGGAI
PD

JalanN o m o r T e t i )
L U W U K .

No. Alamat Objek
ReL / T M Status WRet

V. D A F TA R  USULAN PENGHAPUSAN RETIRIEBUSI

Tabun ReL Nama Waft  Wt. Ahunat Wajib
Het

2 3 4 5 6 7

58

8

Juinlah Plutang
Ret- Yang akan

Dihapus

lindakcan
Prnagihan

Masan
Penghapu sap Ketrrangan

9 10 11 12



P E M E R I N TA H  K A B U PAT E N  BANGGAI
PD

JalanN o m o r T a p
L U W U K

No. N o .  Retribusi Alamat Objek Ret, wriRw

W D A F TA R  CADANGAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Status LiorRet

2 3 4 5

Tabun Ret. Nama Wajib Ret.. Martial Wajib Ret.

6 7

59

S

Jurnlah
Piu tang Re l .
Yang akan

Dihap u s

Tindakan
Prnagiban

Masan
Penghapusan

Het.

9 I O  1 1

Ketcrangan

12



P E M E R I N TA H  K A B U PAT E N  BANGGAI
PD

JalanN o m o r T e l p

No. No. Retribusi Mania Objek
Ret,

RT/RW Status WRet Tahun Rrt_ NE1Ital Wajib
RE'. t.

Alamat Wajtb
Rrt

.Jumiab
Tawhan Ret. NeternngFin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

LUWUK

N. D A F TA R  NOMINATIF WAJIB RETRIBUSI
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Y. FORM SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI

Luwuk,
Yth B u p a t i  Banggai

Hal P e r m o h o n a n  Penghapusan C q ,  Kepala PD

Sanksi Administrasi Retribusi
di

Luwuk
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama
Pekcrjaanf jabatan
Nama Perusahaan
Alamat

dengan i n i  menga jukan  p e r m o h o n a n  p c n g h a p u s a n  pokok sanksi
administrasi Retribusi Tahuny a n g  terutang pada objek Retribusi

berdasarkan S K R D  N o m o r :
 t a n g g a l :   s e b e s a r  Rp
Alasan mengajukan permohonan:

Sebagaipertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotocopi STRD;
2. Surat Kuasa khusus jika ada;
3. Bukti Tunas Rertibusi tahun sebelumnya;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini sava sampaikan sesuai dengan bukti terlampir_

Luwuk.2 0

Pemohon,

Nama Jelas

") coret yang tidak perlu

No.Agenda

Tanggal

Paraf
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Z. F O R M  SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Luwuk,
Yth B u p a t i  Banggai

Hal :  Permohonan Pengurangan C q .  Kepala PD

Retribusi
di

Luwuk
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Narna
Pekerjaan / j abatan
Nama Perusahaan
Alamat

dengan i n i  menga jukan  p e r m o h o n a n  p e n  gu rangan Retribusi
Tahuny a n g  terutang pada objek Retribusi b e r d a s a r k a n

SKRD N o m o r :
t a n g g a l : s e b e s a r  Rp

Alasan mengajukan permohonan:

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
5. Fotocopi STRD;
6, Surat Kuasa khusus jika ada;
7. Buk-ti lunas Rertibusi tahun sebelumnva;
8. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saga sampaikan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk.2 0

Pemohon,

Nama Jelas

coret yang tidak perlu

No.Agenda

Tanggal

Paraf
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AA. FORM SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN POKOK
TUNGGAKAN DAN SANKSI ADMINISTRASI RETRIBUSI

: Permohonan Penghapusan Pokok
Tu tigg akan dan Sanksi Administrasi
Retribusi

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Pekerjaanijabatan
Nama Perusahaan
Alamat

Luwuk,
Yth Bupat i  Banggai
Cq. Kepala PD

di
Luwuk

dengan i n i  menga jukan  p e r m o h o n a n  p e n g h a p u s a n  pokok sanksi
administrasi Retribusi Tahuny a n g  terutang pada objek Retribusi

berdasarkan S K R D  N o r n o r :
 t a n g g a l '  s e b e s a r  Rp.

Alasan mengajukan permohonan:
1....
2....
3....
Sebagai pertimbangan bersarna ini kami lampirkan:
1. Fotocopi STRD;
2. Surat Kuasa khu sus jika ada;
3. Bukti Tunas Rertibusi tahun sebelumnya;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saga sampaikan sesuai dengan bukti terlampir.

Luwuk, 2 0 . . .
Pemohon,

Norma Jelas

No.Agenda

Tanggal

Paraf


